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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemerintah Indonesia menerapkan tindakan tegas berupa hukuman atau 

sanksi bagi masyarakat yang melanggar hukum. Salah satu bentuk pelanggaran 

yang sering dijumpai adalah ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Pasal 

1 dalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 mengenai Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang utuh dalam 

mendukung ketersediaan sarana prasarana, ruang gerak kendaraan, serta tata 

cara berkendara yang baik.1 

  Ketentuan umum dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa lalu lintas jalan adalah 

fasilitas jalan yang dipergunakan untuk memfasilitasi perpindahan kendaraan 

bermotor roda empat dan roda dua, pergerakan orang, serta pengangkutan 

barang2 , dan Keberadaan aturan hukum menjadi penting dalam menata struktur 

lalu lintas. Ali Ahmad menyatakan bahwa hukum memiliki peran dalam 

mengendalikan setiap perilaku manusia, karena hukum berfungsi sebagai alat 

kontrol sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum secara tegas dapat 

 
1 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40 
2  Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab 1, 

Pasal 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5025. 
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mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam kegiatan 

berlalu lintas.3 

Keberhasilan implementasi hukum lalu lintas di tengah masyarakat sangat 

ditentukan oleh kinerja penegak hukum, dalam hal ini adalah Kepolisian 

Republik Indonesia (POLRI). Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, POLRI memiliki peran sebagai 

pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Secara spesifik, Satuan Lalu 

Lintas (Satlantas) bertugas memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran 

lalu lintas melalui serangkaian tindakan profesional seperti pengawasan, patroli 

rutin, pendidikan masyarakat, identifikasi pengguna jalan, serta penanganan 

kasus kecelakaan lalu lintas.4 

Efektivitas penegakan hukum lalu lintas di masyarakat sangat ditentukan 

oleh aparat kepolisian, yaitu POLRI. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 mengamanatkan peran POLRI sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan 

masyarakat. Dalam konteks lalu lintas, Satlantas menjalankan tugas menjaga 

keamanan, ketertiban, dan kelancaran dengan profesionalisme melalui kegiatan 

pengawasan, patroli, pendidikan kepada masyarakat, identifikasi pengguna jalan, 

serta investigasi kecelakaan lalu lintas. kepolisian mulai dari melakukan 

pengawasan, menjalankan patroli, melakukan pendidikan terhadap masyarakat 

 
3 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian (Filosofi dan Sosiologis), Jakarta: 

Kencara 2015, Edisi Kedua, hlm 4. 
4  Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, “Efektivitas Penggunaan E–Tilang Terhadap 

Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang”, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2017, Vol. 
5 No. 2, hlm 756 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/2293/1721 Diakses 
pada 20 Juli 2023 Pukul 09.00 WIB. 
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serta mengidentifikasi setiap pengguna jalan, dan melakukan penyelidikan 

kecelakaan lalu lintas.5  

Upaya melindungi diri dari tindak kejahatan dan risiko kecelakaan saat 

berlalu lintas mengharuskan pengendara untuk patuh pada peraturan yang 

berlaku. Kepatuhan ini diwujudkan dengan melengkapi kendaraan (contohnya, 

Helm SNI), mengikuti rambu lalu lintas, tidak melebihi batas kecepatan, 

menggunakan sabuk pengaman, menghormati hak pejalan kaki dan pesepeda, 

tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara, mengaktifkan lampu 

isyarat, serta menghindari tindakan menyalip melalui bahu jalan atau melawan 

arus. Di samping itu, dokumen administrasi kendaraan seperti STNK dan SIM 

juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.6  

Konsekuensi bagi pengendara yang tidak mematuhi peraturan atau tidak 

melengkapi diri adalah penilangan. Satlantas memberikan sanksi atas 

pelanggaran lalu lintas berupa denda, yang salah satu bentuknya adalah tilang 

elektronik (E-Tilang), sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009. 7  Tentang untuk mendukung kegiatan penindakan 

pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan dengan peralatan 

 
5  Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, “Efektivitas Penggunaan E–Tilang Terhadap 

Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang”, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2017, Vol. 
5 No. 2, hlm 756 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/2293/1721 Diakses 
pada 20 Juli 2023 Pukul 09.00 WIB. 

6 https://otoklix.com/blog/aturan-lalu-lintas/ Diakses pada tanggal 25 November 2023 pada 
pukul 09.32 

7 Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 UULAJ  
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elektronik, dan hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti pelanggaran lalu 

lintas di pengadilan.8  

Selain denda, Satlantas juga menerapkan hukuman penjara sebagai upaya 

memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran lalu lintas melalui kegiatan 

penjagaan, pengawalan, dan patroli. Pemberian sanksi dan/atau denda 

merupakan tindakan represif untuk menunjukkan ketegasan agar pelanggaran 

tidak dianggap sebagai hal yang wajar. Ironisnya, proses penindakan 

pelanggaran lalu lintas seringkali tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. Penyelesaian perkara ilegal, seperti suap kepada oknum aparat yang 

melanggar kode etik kepolisian, masih terjadi. Tindakan memberikan suap 

kepada Polantas dapat dikenai sanksi pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan 

sesuai dengan Pasal 209 KUHP.9  

Di samping itu, beberapa pelanggaran kode etik kepolisian yang sering 

ditemukan adalah pungutan liar, kurangnya transparansi dalam pengelolaan 

denda tilang, serta perilaku oknum aparat yang mencari celah untuk menerima 

denda langsung dari pelanggar, yang seharusnya dana tilang tersebut masuk ke 

kas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).10 

Kasus suap dan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Polisi lalu lintas 

memicu inisiatif aparat penegak hukum untuk mengembangkan proses tilang 

berbasis teknologi. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah lalu 

 
8 Syeni Rakhmadani, hlm. Loc. Cit 
9 Rinto Raharjo, Tertib Berlalu Lintas, Yogyakarta: Shafa Media, 2014, hlm.14 
10Syeni Rakhmadani, “Analisis Penerapan E-Tilang dalam Mewujudkan Good Governance 

di Indonesia”, Vol7, No.3, Th, 2017, hlm 670, 
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lintas yang masih sering terjadi. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 

12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas 

menetapkan penggunaan teknologi secara terintegrasi dalam menyelesaikan 

perkara. Implementasi sistem informasi yang diciptakan pemerintah diharapkan 

dapat merealisasikan penegakan hukum yang efektif dalam berlalu lintas.11  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tilang yaitu tanda bukti dari 

sitaan pelanggaran lalu lintas. 12  E-Tilang merupakan bentuk inovasi dalam 

menindak pelanggaran lalu lintas dengan memanfaatkan aplikasi yang berbasis 

android atau ios untuk menghubungkan kinerja dari Kepolisian, Pengadilan, 

Kejaksaan serta Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Bank yang ditunjuk oleh 

pemerintah untuk pembayaran secara online.13  

Tilang elektronik merupakan sistem penindakan pelanggaran lalu lintas 

yang baru, cepat, dan efisien. Aplikasi berbasis web ini menyimpan data 

pelanggar secara otomatis dan mencatat riwayat pelanggaran, termasuk 

pengulangan. Terobosan dari Kepolisian Republik Indonesia ini memberikan 

dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam mempermudah penyelesaian 

administrasi tilang. Diharapkan pula, implementasi tilang elektronik dapat 

meminimalisir praktik pungutan liar.14  

 
11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata 

Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. 
12 2 Kamus. 2021. Pada KBBI 
13 Chusminah, dkk, Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor dalam Rangka 

“Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri”, Volume 2 No. 2, hlm 1, 2018, 
14 Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, Op. Cit, hlm 760. 
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Penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem elektronik (E-Tilang) 

dilakukan secara langsung. Dokumen operasionalisasi E-Tilang, yaitu surat E-

Tilang, menjadi bukti konkret adanya pelanggaran. Bentuk surat E-Tilang 

menyerupai surat tilang biasa, perbedaannya terletak pada ukuran yang lebih 

besar, sampul berwarna merah, serta adanya gambar.15  

Sistem E-Tilang merupakan sebuah terobosan e-government yang 

memanfaatkan teknologi elektronik untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pelayanan publik. Integrasi sistem berbasis elektronik ini 

memungkinkan aparat penegak hukum untuk melakukan perubahan kinerja di 

lingkungan pemerintahan melalui penataan kerja yang terintegrasi secara 

elektronik. Pemanfaatan teknologi informasi dalam hal ini mencakup dua aspek 

penting: pertama, penyimpanan data, pengolahan informasi, dan manajemen 

elektronik yang terpadu; kedua, sistem elektronik yang tersistematis sehingga 

memudahkan masyarakat dalam menjangkau layanan.16 

Sebagai inovasi digitalisasi dalam bidang lalu lintas, penerapan E-Tilang 

diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses tilang. Pasal 272 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 secara tegas mengatur bahwa penggunaan alat 

elektronik dalam penegakan hukum lalu lintas adalah tindakan yang tepat dan 

 
15 Abdul Karim, dkk, Pengantar Teknologi Informasi, Yayasan Labuhan Batu Berbagi 

Gemilang: Sumatera Utara, 2020, hlm 13 
16 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan 

Strategi Nasional Pengembangan E-Government Presiden Republik Indonesia. 
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sah, serta memiliki kekuatan pembuktian dalam proses peradilan, seperti halnya 

sistem pembayaran tilang melalui BRI Virtual Account (Briva).17 

Tujuan dari penerapan E-Tilang adalah untuk mengatasi berbagai 

permasalahan pelanggaran lalu lintas dan mewujudkan sistem tilang yang lebih 

efisien dari sistem konvensional. Inovasi ini merupakan cerminan 

profesionalisme serta komitmen pemerintah dan kepolisian dalam upaya 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan penegakan hukum 

yang diselenggarakan oleh Polri.18 

Penelitian berlokasi di Satlantas Polrestabes Palembang, adapun yang 

melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya kemajuan sistem E-Tilang yang 

digunakan oleh kepolisian untuk kemajuan sistem yang serba digital serta 

mengurangi terjadinya pungutan liar oleh oknum polisi. Sehubungan dengan hal 

tersebut, banyak masyarakat yang belum mengetahui serta memahami apa itu E-

Tilang dan belum ada yang meneliti di wilayah Satlantas Polrestabes Palembang.  

Maka harapan peneliti adalah skripsi ini menjadi acuan dalam kajian 

mengenai penerapan E-Tilang khususnya di wilayah kota Palembang. Penerapan 

E-Tilang, tentu tidak lepas dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh 

pengendara. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat secara 

 
17 Syeni Rakhmadani, hlm. Loc. Cit  
18 Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, Op,Cit, hlm 2. 
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berulang-ulang dalam keseharian. Kendaraan roda dua masih mendominasi 

pelanggaran lalu lintas dengan tidak menggunakan helm.19 

Komparasi Palembang dan Jakarta umumnya serupa, meliputi kurangnya 

kesadaran masyarakat, keterbatasan infrastruktur, kurangnya pemahaman 

masyarakat, dan aksesibilitas pembayaran. Untuk mencapai efektivitas optimal 

dalam menekan angka pelanggaran dan meningkatkan disiplin lalu lintas, 

perluasan infrastruktur, sosialisasi berkelanjutan, dan penanganan kendala teknis 

menjadi kunci penting bagi Palembang dan kota-kota lainnya. 

Berikut  data pelanggaran lalu lintas berdasarkan jenis pelanggaran 3 

tahun terakhir 

 

 

  

Sumber: Sumsel suara, Antara news, Sumsel tribunnews.  

Pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara diberikan penindakan oleh 

petugas kepolisian. Penindakan pelanggaran tindak pelanggaran lalu lintas 

sendiri telah diatur dalam Pasal 287 ayat 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 

2009 menyatakan bahwa dengan waktu terlama 2 bulan dan denda tidak lebih 

 
19 KompasTV Palembang, “1.500 Pelanggar Lalu Lintas Di Palembang Terekam Kamera 

Etle”,https://www.kompas.tv/article/167289/1-500-pelanggar-lalu-lintas-
dipalembangterekamkamera-etle, Diakses 14 Agustus 2023 Pukul 21.40 WIB. 

Tabel 1. 1 Data Pelanggaran Lalu Lintas  3 Tahun terakhir 

No. TAHUN JUMLAH PELANGGARAN 

1. 2021 26.071 

2. 2022 118.344 

3. 2023 1.037 



9 
 

 

dari Rp.500 ribu dapat dikenakan sebagai sanksi bagi pelanggar rambu lalu 

lintas.20 

Fakta pelanggaran lalu lintas oleh pengendara mobil dan motor 

menjadikan E-Tilang sebagai salah satu bentuk tindakan tegas dalam 

menanggapi pengguna jalan yang masih melanggar aturan, yang dapat 

dilaksanakan oleh Satuan Kepolisian lalu lintas untuk menjaga ketertiban, 

kenyamanan berlalu lintas dan bertujuan untuk mengurangi adanya pengulangan 

yang dilakukan oleh pelanggar lalu lintas. Dengan E-Tilang ini diharapkan 

masyarakat, khususnya pengguna jalan lalu lintas dapat lebih bijak saat 

berkendara. Penindakan pelanggaran melalui E-Tilang adalah upaya dalam 

menegakkan hukum Indonesia yang merupakan sebuah kemajuan sistem, 

sehingga setiap dilakukan E-Tilang oleh Satlantas menjadi hal yang wajib untuk 

dipatuhi oleh setiap pengendara dalam berlalu lintas tentu didukung oleh segala 

upaya penerapan E-Tilang. Dengan ini penulis akan melakukan penelitian yang 

berjudul “PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK DALAM 

PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI SATUAN LALU 

LINTAS KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG”. 

 

 

 

 
20  Divisi Teknologi Informasi & Komunikasi Polri, “Ketentuan dan Denda Resmi 

Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang)”, https://www.polri.go.id/tilang, Diakses 16 Agustus 2023 Pukul 
11.23 WIB. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Penerapan E-Tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas 

di Polrestabes Palembang? 

2. Apa hambatan dalam Penerapan E-Tilang dalam penindakan pelanggaran 

lalu lintas di Polrestabes Palembang? 

C. Tujuan Penelitian  

Dengan melihat Rumusan Masalah, maka sebenarnya penelitian ini 

bertujuan, yaitu:  

1. Untuk mengetahui Penerapan E-Tilang dalam penindakan pelanggaran lalu 

lintas di Polrestabes Palembang. 

2. Untuk mengetahui hambatan dalam Penerapan E-Tilang dalam penindakan 

pelanggaran lalu lintas di Polrestabes Palembang. 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat, yakni : 

1. Secara Teoritis 

Diharapkan penelitian bisa menjadi sumber atau referensi dalam melakukan 

penelitian – penelitian berikutnya terutama yang masih berkaitan dengan 

sistem E-Tilang atau pelanggaran lalu lintas. 
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2. Secara Praktis 

Dapat memberikan tanggapan atau arahan untuk pemerintah serta masyarakat 

dalam penerapan sistem E-Tilang sebagai cara untuk menindak tegas 

terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polrestabes Palembang. 

Selain itu juga selalu mengedepankan ketertiban dalam berlalu lintas, 

sehingga penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengatasi setiap 

permasalahan pelanggaran lalu lintas yang terjadi di masyarakat. 

E. Ruang Lingkup 

Untuk membatasi pembahasan rumusan masalah pada penelitian ini. Maka 

fokus ruang lingkup permasalahan ini di antaranya : 

1. Peneliti menganalisis mekanisme Penerapan E-Tilang dalam penindakan 

pelanggaran lalu lintas di Polrestabes Palembang;  

2. Peneliti menganalisis Hambatan apa saja yang ada dalam Penerapan  E-Tilang 

dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polrestabes Palembang. 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Penegakan Hukum 

Menurut Jimly Asshiddqie, penegakan hukum adalah pelaksanaan dari 

norma – norma hukum sebagai acuan masyarakat dalam perilaku sehari – 

hari, 21  misalnya mematuhi peraturan berlalu lintas untuk menghindari 

kecelakaan dalam berkendaraan. Dalam makna sempit, penegak hukum 

 
21 Jimly Asshiddqie, “Penegakan Hukum”, http://www.jimly.com-/makalah/namafile-/56- 

/Penegakan_Hukum.pdf, Diakses Pada 18 Agustus 2023 Pukul 10.14 WIB 
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merupakan aturan formal dan yang tertulis. Sedangkan dalam arti luas 

memiliki mencakup aturan formal atau tertulis serta nilai – nilai yang hidup 

dimasyarakat sehingga tercapainya rasa keadilan dalam penegakan hukum.22 

Institusi merupakan bagian aparat penegak hukum, serta sumber daya 

manusianya merupakan bagian dari penegak hukum. Aparat penegak hukum 

memiliki tugas dan wewenangnya  masing – masing, yang meliputi segala 

bentuk tindak penyelidikan dan penyidikan hingga pembuktian dalam 

mengambil penjatuhan sanksi. Semua subjek hukum akan terlibat dalam 

proses penegakan hukum begitu juga hubungan-hubungan hukum yang 

terjalin antar penegak hukum, tak jarang obyek hukum juga ikut ditinjau 

seperti bentuk dari hukum itu sendiri apa saja nilai-nilai keadilan yang 

terkandung pada aturan tersebut, karena begitu luasnya dibutuhkan 

administrasi hukum yang lebih efektif serta efisian sehingga pengembangan 

sistem hukum dapat berjalan dengan baik.23  

Serta dalam proses penerapan penegakan hukum dibutuhkan aparat hukum, 

terutama petugas polisi, jaksa serta hakim yang bertugas dalam mengontrol 

atau memberikan penindakan pelanggaran hukum kepada masyarakat.  

2. Teori Efektivitas Hukum 

Efektivitas dalam KBBI diartikan sebagai sesuatu yang terdapat sebab dan 

akibat yaitu memiliki memantau segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, di 

 
22 Ibid  
23  Laurensius Arliman, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Yogyakarta: 

Deepublish Publisher, 2015, hlm 16. 
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mana sebabnya menimbulkan dampak yang terjadi. Berkaitan dengan hal 

tersebut, definisi menurut Hans Kelsen bahwa seseorang yang patuh berbuat 

sesuai dengan aturan sebagaimana dengan norma – norma hukum yang ada.24 

Berdasarkan hal tersebut maka jelaslah dalam pelaksanaan teori efektivitas 

hukum perlu mengukur sejauh mana aturan yang sudah di penuhi atau dipatuhi, 

apa bila aturan tersebut tidak di taati maka aturan tersebut maka tidaklah efektif, 

begitu pula sebaliknya akan dikatakan efektif jika sudah bisa diaplikasikan dan 

dipatuhi oleh sebagian masyarakat. Maka definisi efektivitas hukum menurut 

penulis adalah suatu tolak ukur tujuan agar dapat tercapai sesuai dengan apa 

yang direncanakan, dengan target yang sudah ditentukan bersama seperti 

penerapan E-Tilang yang sudah mulai di terapkan di kota Palembang. Sehubung 

dengan teori efektivitas hukum, Soerjono Soekamto terdapat faktor yang 

mempengaruhi: 

a. Faktor hukum yang memiliki kepastian di mana keadilan menjadi tujuan 

utama; 

b. Faktor penegakan hukum, yaitu aparatur penegak hukum melayani yang 

memberikan manfaat secara proporsional dengan bersikap adil dan jujur 

dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya; 

c. Faktor serana atau fasilitas hukum, yaitu mencakup sumber daya manusia 

yang berintegritas, keuangan yang cukup, prasarana atau fasilitas yang 

memadai; 

 
24 Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, hlm 12. 
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d. Faktor yang datang dari masyarakat; Faktor yang datang dari 

kebudayaan.25 

G. Metode Penelitian 

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, ialah kata “Methodos” dan 

“logos”. Metodologi penelitian ialah ilmu yang membicarakan tata cara atau 

jalan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah – 

langkah yang sistematis, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.26 

Penelitian hukum ialah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 

prinsip – prinsip  hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu 

hukum yang dihadapi. 27  Penelitian kualitatif belum terdapat format baku 

tahapan-tahapan atau sistematika yang dapat dijadikan patokan dalam penelitian. 

Ini dikarenakan penelitian kualitatif terkait dengan salah satu karakteristik dari 

penelitian kualitatif itu sendiri, yaitu fleksibel. Sehingga dengan 

kefleksibelannya jalan penelitian berubah - ubah sesuai dengan kondisi yang 

ada.28 

Berdasarkan penelitian ini sehubungan dengan permasalahan dasar 

bagaimana Penerapan E-Tilang terhadap pelanggaran lalu lintas dan Hambatan 

yang sering dialami dalam Penerapan E-Tilang, untuk dapat memahami obyek 

 
25 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 8. 
26  Arikunto, Suharsini, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Bumi 

Aksara, 2006, hlm. 125. 
27 Suratman dan H.Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta,2013, hlm. 
28 METODE PENELITIAN KUALITAIF (Sistematika Penelitian Kualitatif) 

fitwiethayalisyi (wordpress.com) Diakses pada tanggal 18 Oktober 2023 pada pukul 19.20 
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yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan. Adapun metode penelitian 

di dalam penelitian ini ialah penelitian empiris. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum jenis empiris Penelitian hukum empiris adalah suatu 

metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang 

diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari 

wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan 

langsung.29  

Pelaksanaan E-Tilang yang telah dilaksanakan oleh Satlantas Polrestabes 

Palembang akan di analisa. Kemudian penelitian dilanjutkan dengan 

mengelola data – data dalam bentuk tertulis maupun dokumentasi yang 

diperoleh di lapangan serta merujuk pada kajian norma – norma positif. 

Penelitian juga akan tetap menyesuaikan pada sumber data primer, sekunder 

maupun data tersier. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Menggunakan sumber jenis data sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek 

yang diteliti. Menurut Sugioyono (2013) yang menyatakan bahwa sumber 

 
29  Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum (hukumonline.com) 

Diakses pada tanggal 31 Agustus 2023 Pukul 17.59 
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primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. 30 Diperoleh dari hasil wawancara bersama informan dan 

data yang diperoleh berdasarkan fakta lapangan saat peneliti melakukan 

observasi, yaitu diperoleh langsung dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes. 

b. Data Sekunder 

Menurut sugiyono merupakan data yang diperoleh peneliti atau 

pengumpul data secara tidak langsung. 31  Data Sekunder terdiri beberapa 

sumber referensi meliputi buku literatur serta setiap peraturan atau kebijakan 

yang berkaitan dengan pelaksanaan E-Tilang. Di isi lain data sekunder juga 

melakukan bahan hukum berikut: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan 

hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai 

otoritas. 32  Peneliti menuliskan beberapa peraturan Undang – undang, 

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah dan Keputusan 

dari beberapa lembaga resmi terkait dengan penerapan (E-Tilang) dalam 

mengatur lalu lintas, meliputi: 

a. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik 

 
30 Sugioyono (2013) Jurnal Mahasiswa Volume 1, November 2021 hlm 121 
31 Menurut Sugiyono (2008: 402) Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Volume 1, Nomor 2, 

Agustus 2017, hlm 212 
32https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7

e8 ac.pdf Diakses pada Tanggal 2 September 2023 pukul 18.06 
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Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209);33 

b. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (LN. 2002/ No. 

2, TLN NO. 4168, LL SETNEG : 17 hlm);34 

c. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 

tentang jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4444);35 

d. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);36 

e. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik. (LN. 2009/ No.112 , TLN NO. 5038, LL SETNEG : 45 

hlm);37 

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 

27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang 

 
33 LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209, LL SETNEG : 68 hlm 
34 LN. 2002/ No. 2, TLN NO. 4168, LL SETNEG : 17 hlm 
35 LN.2004/ No.132, TLN NO.4444 , LL SETNEG : 34 hlm 
36 LN. 2009/ No. 96, TLN NO. 5025, LL SETNEG : 143 hlm 
37 LN. 2009/ No.112 , TLN NO. 5038, LL SETNEG : 45 hlm  
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Hukum Acara Pidana. (LN. 2010 No. 90, TLN No. 5145, LL 

SETNEG : 11 hlm);38 

g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik 

Indonesia.( LL SETKAB : 30 hlm);39 

h. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu 

Lintas.(BN.2016/No.1921,https://jdih.mahkamahagung.go.id: 9 

hlm.);40 

i. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

(LN.2021/No.40, TLN No.6642, jdih.setkab.go.id : 43 hlm.).41 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer.42  tentang tilang elektronik dan lalu lintas yang 

terkait dengan pelaksanaan E-Tilang yang dilaksanakan oleh Satlantas 

Polrestabes Palembang. Beberapa data yang telah diperoleh peneliti akan 

dibentuk menjadi data yang akan dibahas secara kualitatif deskriptif. 

 

 
38 LN. 2010 No. 90, TLN No. 5145, LL SETNEG : 11 hlm 
39 LL SETKAB : 30 hlm 
40 BN.2016/No.1921, https://jdih.mahkamahagung.go.id: 9 hlm. 
41 LN.2021/No.40, TLN No.6642, jdih.setkab.go.id : 43 hlm. 
42 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 32. 
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3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap 

yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder. 43  Peneliti ini juga memanfaatkan data tersier 

sebagai sumber data tambahan hukum normatif yang diperoleh dari kamus – 

kamus umum, kamus online seperti ensiklopedia, wikipedia dan kamus hukum 

sebagai dasar peneliti untuk menelusuri beberapa makna kata atau kalimat ilmiah 

tentang hukum.  

Jenis data menurut sifatnya dari peneliti akan membahas penelitian ini 

dengan deskriptif kualitatif yang di mana metode dalam menganalisis data 

dengan tahap pengumpulan dan menentukan data – data yang diperoleh, lalu data 

tersebut dibandingkan dengan kebenaran dari fakta – fakta di lapangan serta teori 

yang seharusnya diterapkan untuk kemudian disusun secara sistematis agar 

dapat dikaji lebih dalam melalui pola pikir yang deduktif dengan cara 

mengaitkannya bersama teori – teori yang diperoleh melalui data sekunder dan 

terakhir akan ditarik kesimpulan sehingga rumusan masalah dapat terjawab. 

3. Lokasi Penelitian  

Lokasi untuk melakukan penelitian Penerapan Tilang Elektronik dalam 

penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor 

Kota Besar Palembang adalah di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) 

 
43 Amiruddin dan Zainal Asikin, op. cit ., hlm. 18. 
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Polrestabes Palembang, beralamat di Jakabaring Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu, 

Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111. 

4. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perundangan – Perundangan (Statue Approach) 

Pendekatan yang menitik beratkan pada bahan hukum di mana perundang – 

undangan menjadi sumber hukum yang mendasar maka dibutuhkan proses 

untuk menelaah setiap norma yang terkandung dalam peraturan perundang 

– undangan.  

b. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang 

dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. 

5. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut pendapat dari Sugiyono yaitu wilayah generalisasi yang 

mana terdiri dari subyek atau objek  yang mempunyai karakter serta kualitas 

tertentu yang ditetapkan oleh seorang peneliti guna dipelajari yang 

selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.44 Penelitian ini populasinya anggota 

Polisi wilayah hukum Satlantas Polrestabes Palembang yang mempunyai 

peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan (E-Tilang) untuk mengatur 

lalu lintas di Palembang. 

 

 
44 Sugiyono (2019,126) CAHYADI / EMABI: EKONOMI DAN MANAJEMEN BISNIS 

- VOL. 1. NO. 1 (2022) 
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b. Sampel  

Sampel merupakan suatu Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut..45 Penelitian ini diambil 

menggunakan wawancara. Pewawancara membahas mengenai Penerapan 

(E-Tilang) di Satlantas Polrestabes Palembang. Penulis menggunakan 

teknik puporsive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Artinya pengambilan sampel didasarkan pada 

pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah dirumuskan terlebih dahulu 

oleh penelti.46 

Sampel pada penelitian ini adalah anggota satuan lalu lintas dikarenakan 

memiliki jawaban yang dalam pokok pembahasan peneliti. Contoh 

penerapan purposive sampling yakni penelitian untuk mengetahui pendapat 

masyarakat. Peneliti menetapkan sampelnya yaitu masyarakat umum yang 

berusia produktif dan Sampel dipilih dengan pertimbangan variasi informasi 

dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Polrestabes Palembang yang 

memiliki peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan (E-Tilang) 

melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas di Palembang, di 

antaranya petugas Satlantas yang diwawancarai adalah : 

 
45 Sugiyono (2019:127) Pengaruh kompetensi dan komunikasi terhadap kinerja perangkat 

desa; Jijah Hilyatul Ajijah, Evi Selvi, hlm 233 
46 ibid 
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1) Kepala Badan Urusan Umum (BAUR) Satuan Lalu Lintas Polrestabes 

Palembang (1 Orang); 

2) Staf Tilang Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang (2 Orang); 

3) Anggota personel Satlantas Polrestabes Palembang (4 Orang); 

4) Pelanggaran E-Tilang (5 orang dari sumber daya yang tersedia) ; 

5) Orang yang belum kena atau tidak tahu E-Tilang (5 Orang dari sumber 

daya yang tersedia). 

6. Metode Pengumpulan Data  

Digunakan jenis metode pengumpulan data secara kualitatif, tahapannya meliput: 

a. Wawancara 

Peneliti melakukan sesi wawancara dan juga mendokumentasikan fakta 

lapangan yang terjadi, kemudian peneliti juga akan mengidentifikasi 

kebijakan dan pelaksanaan E- Tilang oleh Satlantas Polrestabes Palembang. 

b. Studi Kepustakaan (Library Research)47 

Peneliti mengamati serta mengkaji bahan – bahan kepustakaan buku, jurnal, 

berita dan Internet Searching dengan membaca serta memahami bahan 

bacaan yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan peneliti. 

c. Studi Lapangan 

Hasil dari pengamatan yang berdasarkan fakta empiris, substansi kebijakan 

maupun aturan hukum positif terkait dengan Pelaksanaan E-Tilang yang 

dilaksanakan oleh Satlantas Polrestabes Palembang akan dikemukakan secara 

 
47 M. Nazir, Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013, HLM 27. 
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deskriptif oleh peneliti sebagai hasil penelitian dan secara cermat dalam 

beberapa poin kebijakan, aturan terkait dengan Pelaksanaan E-Tilang yang 

dilaksanakan oleh Satlantas Polrestabes Palembang. 

7. Analisis Data 

Pada Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris 

dengan tipe penelitian kualitatif deskriptif, proses penelitian yang akan 

dilakukan berdasarkan atas fakta lapangan dan juga nantinya merujuk pada 

sumber data secara normatif (Library Research), yaitu penelitian dengan melihat 

hukum secara normatif atau substansi yang terdiri dari asas, norma, dalil, dan 

perbandingan hukum.48 

8. Penarikan Kesimpulan 

Pada penelitian ini penarikan kesimpulan diartikan sebagai proses verifikasi 

data, yaitu mencari atau memahami makna, keteraturan, bentuk – bentuk, 

penjelasan, sistematika penulisan serta memahami sebab dan akibat dari 

pembahasan penelitian ini. Maka metode induktif digunakan dalam penarikan 

kesimpulan dengan mengumpulkan hal yang bersifat umum dari penelitian 

menjadi bersifat khusus dan tertentu di setiap bidangnya. 

 

 

 
48  Syahruddin Nawi, Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, 

Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2018, Cet. Ke 6, hlm 9 
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